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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

• Pengaturan mengenai syarat kompetensi kerja diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-

Undang tersebut dijadikan pedoman acuan dasar bagi Pemerintah Daerah 

khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 

Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah, Peraturan 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 

Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal, dan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bengkalis Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja 

Lokal yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bukti peraturan 

pelaksana yang berlaku di daerahnya masing-masing. Seperti yang kita 

tahu bahwa pemerintah daerah membentuk suatu peraturan bekerjasama 

dengan DPRD. Dalam membuatnya sudah pasti ada pembahasan dan 

persetujuan dari DPRD. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sering 

terjadinya ketidak harmonisan antara aturan yang menjadi acuannya 

dengan peraturan pelaksananya terutama di daerah. Setelah melihat ke 3 

Perda tersebut menggunakan empat parameter untuk menganalisis 

ketidak harmonisan tersebut diantaranya adalah subyek hukum, 

kewenangan pihak yang membentuk produk hukum, syarat kompetensi 

kerja dan sifat pengaturannya. Dari parameter tersebut peneliti dapat 

menentukan bahwa adanya Inharmonisasi pada Perda Bengkalis 

dikarenakan mengesampingkan syarat kompetensi kerja dan 

mengutamakan penempatan TKL sebanyak-banyaknya.  

• Peneliti melakukan pembahasan keberlakuan dari peraturan-peraturan 

daerah dan undang-undang. Membahas pengaturan syarat kompetensi 

kerja terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 peneliti bertumpu 

pada asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori. Berdasarkan asas tersebut 

maka keberlakuan dalam rekruitasi calon penerima kerja adalah harus 

sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu berdasarkan 
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kompetensi kerja yang dimiliki oleh setiap tenaga kerja masing-masing. 

Tenaga kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tenaga kerja 

lokal di setiap daerah masing-masing. 

• Bentuk upaya yang dilakukan agar harmonisasi dalam peraturan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap 

beberapa Peraturan Daerah adalah dengan dibentuknya suatu standar 

yang jelas mengenai penerimaan calon tenaga kerja, yaitu dengan tetap 

mengutamakan syarat kompetensi kerja, yang didukung dengan 

diberikannya pelatihan kerja baik oleh pemerintah maupun pengusaha. 

Pelatihan kerja disini juga harus dibuktikan dengan adanya sertifikat. 

Lebih lanjut tenaga kerja yang sudah memiliki sertifikat dianggap sudah 

memiliki kompetensi kerja yang cukup. Para calon tenaga kerja juga 

diberikan fasilitas oleh pemerintah yaitu kartu prakerja, sehingga 

memudahkan bagi tenaga kerja untuk memilih dan mengikuti pelatihan 

kerja yang tersedia. Pengaturan mengenai tenaga kerja lokal juga perlu 

diatur oleh pemerintah dan diserahkan kepada pemerintah daerah 

masing-masing, selama syarat kompetensi kerja tetap digunakan sebagai 

acuan serta memberikan fasilitas pelatihan kerja. 

5.2 Saran 

• Kepada pemerintah, baik untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

perlu adanya pengaturan Kembali mengenai syarat kompetensi kerja 

dalam menerima tenaga kerja, dan pengaturan mengenai tenaga kerja 

lokal. Dalam peraturan tersebut haruslah termuat bahwa syarat yang 

penting ada dalam rekruitasi adalah syarat kompetensi kerja yang sudah 

disebutkan oleh UU Ketenagakerjaan, sehingga hal tersebut harus 

menjadi acuan dalam membuat peraturan pelaksana. Pemerintah juga 

perlu mengatur mengenai tenaga kerja lokal sehingga tetap adanya 

pemberdayaan tetapi dalam hal kompetensi kerja tetap harus dipenuhi. 

Pemerintah juga berperan untuk memberikan pelatihan kerja, sehingga 

tenaga kerja memiliki kompetensi kerja yang memadai dan dapat 

memenuhi syarat rekruitasi tersebut. Pelatihan kerja disini pemerintah 

perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun perusahaan agar 
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dapat menciptakan suatu Pendidikan yang berguna bagi peningkatan 

kompetensi kerja dari tenaga kerja. Sebagai contoh adalah dengan 

dikeluarkannya kartu prakerja yaitu merupakan bantuan yang diberikan 

bagi calon tenaga kerja yang sudah berusia diatas 18 tahun. Pelatihan 

kerja yang termuat dalam website ini berisi beberapa kebutuhan dan 

minat yang dimiliki oleh calon tenaga kerja. Pemerintah daerah memiliki 

peran untuk melakukan survey terhadap daerahnya masing-masing 

apakah minat dan kebutuhan daerahnya sehingga kartu prakerja ini dapat 

diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Lebih lanjut 

peran pemerintah bukan hanya memberikan regulasi terkait harus 

menerima pekerja lokal tetapi juga memberikan pelatihan kompetensi 

kerja agar tenaga kerja lokal juga memiliki kemampuan yang cukup.  

• Kepada pengusaha untuk mengikuti arahan dari pemerintah setempat 

terkait dengan syarat penerimaan pekerja, yaitu mengacu pada syarat 

kompetensi kerja dari pekerjanya. Pengusaha/ perusahaan juga turut 

mendukung program pelatihan kerja yang dicanangkan oleh pemerintah 

agar dapat memperoleh pekerja-pekerja yang memiliki kualitas yang baik 

dalam hal kompetensi kerja kerja. Perusahaan/Pengusaha juga dapat 

menerapkan jenjang karir yang berbasis kompetensi kerja sehingga 

meningkatkan minat dari pekerja untuk bisa mengikuti jenjang karir 

tersebut melalui peningkatan kompetensi kerja yang dimilikinya. Jenjang 

karir ini juga bisa menjadi sebuah ajang penghargaan bagi tenaga kerja 

karena merasa kinerjanya diakui oleh perusahaan. 

• Kepada para tenaga kerja untuk wajib mengikuti serangkaian pelatihan 

kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah, guna untuk meningkatkan 

kompetensi kerja dari pekerja. Pelatihan kerja ini yang nantinya akan 

membantu pekerja dalam melamar pekerjaan sehingga memenuhi 

kualifikasi yang dibutuhkan. Pelatihan kerja tersebut juga harus 

disesuaikan oleh minat bakat yang dimiliki oleh pekerja dan disesuaikan 

dengan kebutuhan kompetensi kerja di daerah tersebut. Dengan demikian 

para tenaga kerja memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan 

yang lebih luas lagi. 
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